PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
FALIMANTAN TIMUR
DaN
[HMAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
FPENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ; W, 18-HH.04.05-1180
NOMOR : D00.4.7, 26 TADPK-IV2025

Pada hari ini, Rabu, langgal Dua Puluh Tiga Bulan Jull tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(Rabu, 23 Juli 2025) berternpat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah i

| Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS . Selaku  Kepala  Kantor  \Wiaysh
Femenarian Hukwem Tirrur
berkedudukan dan di  jatan
Letiand, MT. Haryono MNomor 38
Kelwahan Ak Putih  Kecamatan
Samarinda Ul Kota Samarinda
Kabmantan Tenur, datam hal inl bertindak
Uil dan atas nama jabatanmya seda sah
meswakil  Kantor Wilayah Kemerdedian
Hulkum  Kafimantan  Timor  ontuk
selanjutrwa disebut sebagai PIHAK, |;



i1 ANITA MATALLIA KRISNAWATI, : Selaku P Kepata Dwas Poerpusiakaan
5.5TP., M5 don Kearsipan Provinal Kalimartan Tirmer
bercadudukan dan beralamat o Jalan Ir,
H. Juanda Nomor 4 Samarinda, dalam hal
ini bartindak uniuk dan atas nama Kepala
Dinas Perpusiakaan dan Kearsipan
Provinsi Kakmantan Timws, yang
salanjutrya disabut PIHAK N,

PIHAK | dan PIHAK ll, yang selanjulnya secara borsama-sama disebud PARA PIHAK
sepakat balvwa keda sama ini didasarkosn pada:c

1. Undang-Undang Republik Indoneata Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Momor 129, Tambahan
Lambaran Negara Republik indonesia Nomor 4774);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kelerbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 81);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Dserah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemirintahan Daerah dan Lembaran Negara Republk indonesia Momor 58 Tahun
2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878 Tahun 2015);

4. Peraturan Pressden Nomor 33 Tabun 2012 fentang Jaringan Dokumentasi dan
informasi Hukosm Masional (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2024
Momor &2},

5. Persturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Momeor 351);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standarisasl Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Mener Hukum Nomer 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kesa
Kementenan Hukum (Barita Negara Republik Indonesia Talwm 2024 MNomor 832),

8. Peraturan Mertert Hukum Nomor 2 Tatun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja
Kanter Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 812);

9. Persturan Daerah Provinst Kalmantan Timur Momor 7 Tahun 2015 Tentang
Pemyelenggaraan Perpustakaan; dan

10. Nota Kesepahaman Antare Kementeran Hukum Republk Indonesia dan
Kementerian Dalam Negeri Repubk Indonasia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan



Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negefi Nomor M HH-
§ HH.04,02 Tahun 2025 dan Nomor: 100.4.7.1/308/S) Tangpal 24 Januan 2025,

Pars Pihak berseapakat untuk melakukan kerja sama dalam bdang Parmyelanggaraan
Layanan Porpustakaan Hukum di Kantor Wilaysh Kemerterian Hukum Kalmantan
Tirmwr, yang diatur dalam ketentuan sebagal berikut

Pasal 1
TULIUAMN
Tujuan Padanjian Keda Sama ini untuk meningkatkan:
& Kualitas sumber daya,
b Akses informasi dan jaringan;
e Slandarisasi layanan
d Pendidikan dan paistitan, dan
& Pengelclaan perpustakaan
Pasal 2
RLUANG LINGHLP

a
b Serana dan Pressnsns;
£ Penyslsnggarasn Perpustakaan Hukum;
d Pengamanan Kageatan
8. Pengorganisasian,
f. Pomblayaan, dan
g- Masa Berlaku,
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Fara Pihak saling meminjamian koleksi buku stau bahan pustaka terfentu yang
dibutuhican cleh Para Pihak, mélahd mekanisma [nfer-ibrary Loan (ILL).

(2) Para Pihak melakukan promosi bersama tentang layanan perpustakaan hukum,
separt

a. ikt serta dalam pameran: dan

b mmmwmmmmm
redha Para Pihak



Pesai 4
PELAKSAMNAAN KEGIATAN

sinergl, ransparans), dan incvetif,
(Z) Perjanjian Keda Sama sebagaimana dimaksud pada syal (1) akan dituangkan
dialaem) buantul rencing keda |
(3 Rencana Kerja sebsgaimana demaksud pada ayatl (I) aken ditindaklanjut
bordasarkan kosepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan dasrsh

Pasal 5
PENINGHATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

{1) Pihak | sebagai pihak yang akan memporsiapkan Sumber Dayas Manusia yang
mengeicla Perpustaksan Hukum di Lingkungan Kantor Wilsyah Kementerian
Hulosm HKalsmantan Timur,

(2) Pihak || ssbagai pihak yang memberikan pambinaan dan bimbingan kepada Sumbser
Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 8
SARANA dan PRASARANA

(1) Pihak | memapkan (asillas ruangan sena sarana dan prasarana untuk menduloung
pompslenggaraan layanan pérpustakaan Hukum, dengan memperimbangkan
alasan fakbor pambinaan dan keamanan.

(&) Pihak [l dapat mermbankan bantean sarans dan prasarang perpustakean dengan
tariaddh dabuiu dkoordinasicn dengan Pibak |,

(3) Bantuan sebagaimana dirmaksud pada ayal (2] dapat dilakukan atas permohonan
pihak | kepada Pihak |l maupon sebalicnya partisipasi dan Pihak || baik secar
tartulis maupun lisan.

(4) Pihak il bersedia menyediakan koleksi buky atau bahan pustaka secara digital

Pasal 7
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Fenyelanggaraan Perpustakasn Hukum di Lingiungan Hantor Wilayah Kermenierian
Hukurmn Kalimantan Temur diperukan mekaniamea, tats cara dan peniadwalan yang akan
diatur kemudian lebih Lanjut cleh Para pihak.



Pasal 8
PENGAMANAN KEGIATAN

Pihak | berlanggung jawab atas keamanan dan ketertiban terhadap perralenggaraan
kesgratan yang dilaksanakan.

Pasal &
PENGORGANISASIAN

(1) Kegiatan dalam Peganfian Kerja Sama ini dilaksanakan cieh Para Fihak bersama
jajaran massng-masing dalam Wilayah Provins| Kalimantan Timur,

{#) Para Pihak sacara bersama-sama metaksanakan Sosiaksas: Peranian Karja Sama
ini kepada |ajaran masing-rmaseng

(3) Sebagei nslans: pelaksana adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimanian
Tirnwr,

(4) Para Pihak melaksanakan koordinasi balk secara langsung maupun melaks rapat
koGrdinas secara barkala.

(5) Para Pihak melakukan koordinas! dan evaluasi stas pelaksanaan Pacjangian Keda
Sama ini agar kegiatan yang lercakup didalamnya dapal berjalan sabagaimana
mastinya.

(6) Para Pihak dapal melaksanakan supervis: bersama.

Paaal 10
PEMBIAYAAN

Fembiayaan yang timbul sebagas konsekuens atas pelaksanaan Pagjanjian Kedga Sama
inl dibebankan kepada Para Pihak sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
urdangan

Pasal 11
JANGEA WAKTU

{1) Perjanjian Kerja Sama ini beriaku urtulk jangka waktu 1 (satu) tahun terhifung sejak
tanggal ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada syvat (1) dapat diperpanjang
atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.

{3} Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipevpanjang atau diakhini dengan ketantuan Pihak
yang bermaksud memperpanjang atau mengakhin memberitahukan makaud
tersebaut secara terulis kepads Pihak iannya.



Pasad 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi force majewre, dapal dipermbangkan kemungkinan perubahan
termpat dan wakiu pelaksanaan kegiastan dengan persetujuan Para Pihak.

{2) Force majewe sabagaimana dimakswd pada syal {1} moliputs
a, bencana alam;
b tndakan pemannah & bidang fskal dan moneter, dan
¢. kaadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3} Perubahan tempat dan wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan/atau
pembatalan Perjanjian Kerja Sama inf aksn diatur dan disepakati bersama
kemudian okeh Para Pihak,

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Keda Sama ini dibuat dalam ranghkap 2 (dua) masing-masing bermateral
cukup serta mempuryal kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani cleh Para
Pihak.




